
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dan untuk mewujudkan
akuntabilitas dan kelayakan dalam pemberian
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk lebih memberikan kelayakan dalam
pemberian tambahan penghasilan khususnya bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pad a unit organisasi
dengan kondisi kerja khusus di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud pad a huruf a, perlu dirubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43
Tahun 2015 ten tang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -
92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5174);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5
Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 7 Seri 0 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah
Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9
Seri 0 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10
Seri 0 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 16);



(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendapatan Dan
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selain diberikan
tambahan penghasilan pegawai dan diberikan insentif pemungutan
pajak daerah. .

Pasal 5

(1)SKPD atau Unit Kerja SKPD tertentu dengan beban kerja atau tempat
bertugas atau kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) adalah :
a. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah;
b. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
c. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet;
d. Kantor Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta;
e. Unit Pelaksana Teknis SKPD di Kecamatan Karimunjawa dan

Kecamatan Kampung Laut di Cilacap;
f. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

Pasal I

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWATENGAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 Nomor 43);



BERITAD RAHPROVINSIJAWATENGAHTAHUN2015 NOMOR 9

RTOSOEDARMO

SEKRETARISDAERAHPROVINSI
JAWATENGAH,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 .:~uril 2016

Ka. Biro Hukum

GANJARPRANOWOKa. Biro Keuangan
Ka. Biro Orpeg
Ka. BKD

As. IV/Adm GUBERNURJAWATENGAH,

~

Ka. DPPAD

As.I/Pem
Sekda
Wagub Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 1 ~pril 201 ')

Jabatan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2016.

Pasal II

2. Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 dihapus.

(3)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD pemberi pelayanan
kesehatan selain diberikan tambahan penghasilan diberikan jasa
pelayanan kesehatan.

(4)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum
Daerah selain dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tambahan
penghasilan paling tinggi 80% dari besaran standar sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

(5)Tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja pada SKPD atau Unit
Kerja SKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
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